MAHKAMAH AGUNG RI

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Nomor : SOP W5-A2/KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014
Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara
Bulian

SOP PERENCANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

RKA-KL

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam
3. SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Anggaran

- Peralatan Komputer (Aplikasi
RKAKL)
- Standar Biaya Umum.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

berhasil dengan baik

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak

Peralatan Komputer

Prosedur :

1. Panitera/Sekretaris/lKPA memerintahkan Wasek/PPK, serta Kaur Keuangan untuk meminta dan
menerima daftar usulan dari bagian-bagian mengenai keperluan untuk menunjang pekerjaan.
2. Staf Keuangan memformulasikan kebutuhan yang akan direncanakan ke akun-akun penganggaran

menurut ketentuan Bagan Akun Standar.

3. Staf Keuangan menyusun RKA-KL untuk tahun selanjutnya menurut pagu indikatif dari trend anggaran

sebelumnya.

4. Staf Keuangan meneliti RKA-KL yang telah disusun yang kemudian ditelaah oleh Kaur , PPK dan
kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Panitera Sekretaris selaku KPA.
5. RKA-KL yang telah ditandatangani diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Pelaksana

Mutu Baku

No Uraian Prosedur Kaur Wasek/

Staf | ppspm | PPK

Panse

KPA

Persyaratan/ Waktu Output
Perlengkapan

1. Meminta dan
menerima daftar

usulan dari bagian-
bagian mengenai
keperluan untuk
menunjang pekerjaan
atas perintah Pansek

Usulan Kegiatan 3 Hari Usulan

2. Memformulasikan
kebutuhan yang akan
direncanakan ke
Akun-akun
penganggaran
menurut ketentuan
Bagan Akun Standar.

Usulan
yang

Usulan Kaur 2 Hari sesuai

SBU




Menyusun RKAKL
untuk tahun

iR

Selanjutnya menurut Usulan dan SBU 1 Hari RKA-KL
Pagu Indikatif dari

trend anggaran

sebelumnya

Meneliti RKA-KL RKA-KL
yang telah disusun RKA-KL Tahun 1 Hari Tahun
dan Ditandatangani Depan Depan
Oleh Panitera /

Sekretaris selaku

KPA

Mengirim ke tingkat RKA-KL 3 Jam RKA-KL
wilayah soft copy dan

hard copy

Meneliti RKA-KL RKA-KL
yang telah disusun RKA-KL Tahun 1 Hari Tahun
dan Ditandatangani Depan Depan
Oleh Panitera /

Sekretaris selaku

KPA

Mengirim ke tingkat RKA-KL 3 Jam RKA-KL

wilayah soft copy dan
hard copy




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP GAJI INDUK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi

2. S-1 Hukum Islam

KL _ 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Perencanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pegawai tidak dapat menerima Daftar Gaji yang sudah ada di GPP (Gaji)
gaji
Prosedur :
1. Kaur Keuangan memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk membuat daftar gaji pegawai dan kelengkapannya
dengan menggunakan aplikasi GPP.
2. Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPH pasal 21 gaji induk dan menyusun daftar gaji serta kelengkapannya.
3. Kaur keuangan selaku PPSPM menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan memberikan paraf pada daftar gaji.
4. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar gaji beserta usulan gaji induk untuk dikoreksi oleh
PPSPM/Kaur Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.
5. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM Gaji Induk untuk di tandatangani oleh PPSPM.
6. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM Gaji Induk ke KPPN.
7. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaiji Induk dari KPPN.
8. Pembayaran Gaji Induk langsung ke Rekening Pegawai.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
1. Membuat daftar gaji
Pegawai dan || SK dan Data 1 Hari Daftar Gaji
kelengkapan daftar gaji e Pendukung Induk
dengan menggunakan lainnya
Aplikasi GPP atas
perintah Kaur
Keuangan
2. Membuat Surat Setoran Setoran Pajak
Pajak untuk PPh 21 gaiji Daftar Gaji Induk 30 menit | PPh pasal 21
induk dan menyusun _ gaji induk yang
daftar Gaji serta bim
kelengkapannya. ditandatangani
Menandatangani SSP . Setoran Pajak 15 menit | Setoran Pajak
3. PPh Pasal 21, daftar PPh pasal 21 gaji PPh pasal 21
gaji serta induk yang bim gaji induk
kelengkapannya. — ditandatangani
4. Membuat dan \Z SPTJM dan Daftar | 30 menit | SPTIM yang
mengajukan SPTIM 1 1 Gaji beserta sudah ditanda
Daftar Gaji beserta D L L [ kelengkapannya tangani
usulan Gaji Induk untuk
di tanda tangani oleh
Pansek. O




Induk langsung ke
rekening pegawai.

I

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
Keu Perlengkapan
5. Membuat dan Q Surat Perintah 1Jam SPM yang
Mengajukan SPM Gaiji Membayar sudah
Induk untuk di v ditanda
tandatangani oleh I:l_9<> tangani
PPSPM.
6. Mengantar SPM Gaji Daftar Gaji dan 1 Hari Tanda
Induk ke KPPN. l:' kelengkapannya Terima
(SSP, SPTJM, dan SP2D
SPM)
7. Mengambil Surat \ Tanda Terima 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan SP2D
Dana (SP2D) Gaji l:'
Induk dari KPPN.
8. Pembayaran Gaji SP2D 1 Hari Gaji.




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN /112014
Tanggal 24 Februari 2014
JALAN GAJAH MADA NO 10 Pembuatan

MUARA BULIAN JAMBI Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif 02 Juni 2014
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP GAJI SUSULAN / KEKURANGAN GAJI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 2. S-1 Hukum Islam
KL 3. SLTA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Gaji Induk Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji susulan maupun kekurangan gaiji Surat Keputusan, SKPP atau usulan dari
akan terlambat diterima. Kaur Kepegawaian

Prosedur :

1. Kaur Keuangan memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk membuat daftar gaji susulan pegawai dan kelengkapannya
dengan menggunakan aplikasi GPP.

2. Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPh pasal 21 gaji susulan dan Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPH pasal

21 gaji induk dan menyusun daftar gaji serta kelengkapannya.

Kaur keuangan selaku PPSPM menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan memberikan paraf pada daftar gaji.

Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar gaji susulan beserta usulan gaji susulan untuk dikoreksi

oleh PPSPM/Kaur Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.

Pw

5. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM Gaji Susulan untuk di tandatangani oleh PPSPM.

6. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM Gaji Susulan ke KPPN.

7. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Susulan dari KPPN.

8. Pembayaran Gaji Susulan langsung ke rekening pegawai.

Pelaksana Mutu Baku
i Persyaratan/ Waktu Output

No. Uraian Prosedur Staf KKgéL:Jr Wasek | Pansek Perleyngkapan p

1. Membuat daftar gaji SK dan Data 1 Hari Daftar Gaji
Pegawai dan | Pendukung lainnya Induk
kelengkapan daftar gaji —J
dengan menggunakan
Aplikasi GPP atas
perintah Kaur
Keuangan

2. Membuat Surat Setoran Daftar Gaji Induk 30 menit | Setoran
Pajak untuk PPh 21 gaiji Pajak PPh
susulan dan _> pasal 21 gaji
mengkoreksi daftar Gaji induk
susulan dan
kelengkapan.
Menandatangani SSP Setoran Pajak PPh 15 menit | Setoran

3. PPh Pasal 21, daftar pasal 21 gaji induk Pajak PPh
gaji serta yang blm pasal 21 gaji
kelengkapannya. — ditandatangani induk

4. | Membuat dan \Z SPTJM dan Daftar | 30 menit | SPTJM yang
mengajukan SPTIM 1 Gaji beserta sudah
Daftar Gaji beserta D L - kelengkapannya ditanda
usulan Gaji Isusulan tangani
untuk di tanda tangani
oleh Pansek. O




susulan langsung ke
rekening pegawai.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek pansek Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan
5. Membuat dan Q Surat Perintah 1 Jam SPM yang
Mengajukan SPM Gaiji Membayar sudah
Susulan untuk di v ditanda
tandatangani oleh I:l_9<> tangani
PPSPM.
6. Mengantar SPM Gaji Daftar Gaji dan 1 Hari Tanda
Susulan ke KPPN. l:' kelengkapannya Terima
(SSP, SPTJM, dan SP2D
SPM)
7. Mengambil Surat Tanda Terima 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan SP2D
Dana (SP2D) Gaiji l:'
susulan dari KPPN.
8. Pembayaran Gaiji SP2D 1 Hari Gaji.
3




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
/11/2014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP GAJI KE-13

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

KL 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Gaji Induk

Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Gaiji ke-13 terlambat diterima

Daftar gaji yang ada di Aplikasi GPP

Prosedur :

1. Kaur Keuangan memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk membuat daftar gaji pegawai dan kelengkapannya
dengan menggunakan aplikasi GPP dengan mengacu pada gaji induk bulan Juni.
2. Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPh pasal 21 gaji susulan dan Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPH

pasal 21 gaji induk dan menyusun daftar gaji serta kelengkapannya.

3. Kaur keuangan selaku PPSPM menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan memberikan paraf pada daftar gaji.
4. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar gaji susulan beserta usulan gaji susulan untuk
dikoreksi oleh PPSPM/Kaur Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.
5. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM Gaji Susulan untuk di tandatangani oleh PPSPM.
6. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM Gaji Susulan ke KPPN.
7. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Susulan dari KPPN.
8. Pembayaran Gaji Susulan langsung ke rekening pegawai.
Pelaksana Mutu Baku
i Persyaratan Waktu Output
No. Uraian Prosedur Staf KKaellJJr Wasek | Pansek P:riseyngkap z-:n p
1. Membuat daftar gaji SK dan Data 2 Hari Daftar Gaji
Pegawai dan I:I__[ ] Pendukung lainnya Ke-13
kelengkapan daftar gaji
dengan menggunakan
Aplikasi GPP mengacu
pada gaji induk bulan
Juni atas perintah Kaur
Keuangan
2. Membuat Surat Setoran Daftar Gaji Induk 30 menit | Setoran
Pajak untuk PPh 21 gaiji / Pajak PPh
ke-13 dan mengkoreksi I:I—% pasal 21 gaji
daftar Gaji ke-13 dan ke-13

kelengkapan.

Setoran Pajak PPh 15 menit | Setoran

Menandatangani SSP

3. PPh Pasal 21, daftar pasal 21 gaji ke-13 Pajak PPh
gaji ke-13 serta yang blm pasal 21 gaji
kelengkapannya. — ditandatangani ke-13

4. Membuat dan N7 SPTJM dan Daftar 30 menit | SPTJM yang
mengajukan SPTJM D <> Gaji beserta sudah
Daftar Gaji beserta kelengkapannya ditanda
usulan Gaji ke-13 untuk tangani

di tanda tangani oleh
Pansek.




rekening pegawai.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan
5. Membuat dan Q Surat Perintah 30 menit | SPM yang
Mengajukan SPM Gaji Membayar sudah
Ke-13 untuk di v ditanda
tandatangani oleh I:I_ N tangani
PPSPM. <>
6. Mengantar SPM Gaji Daftar Gaji dan 1 Hari Tanda
Ke-13 ke KPPN. kelengkapannya Terima
~ (SSP, SPTJM, dan SP2D
SPM)
7. Mengambil Surat Tanda Terima 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan \ SP2D
Dana (SP2D) Gaji ke-
13 dari KPPN.
8. Pembayaran Gaji ke- \ SP2D 5 Hari Gaji.
13 langsung ke kerja




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN /1172014
Tanggal 24 Februari 2014
JALAN GAJAH MADA NO 10 Pembuatan

MUARA BULIAN JAMBI Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif 02 Juni 2014
Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP UANG MAKAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 2. S-1 Hukum Islam
KL 3. SLTA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Gaji Induk Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka uang makan pegawai akan terlambat Rekapitulasi absensi kehadiran pegawai dan
diterima subbag kepegawaian.
Prosedur :
1. Kaur Keuangan memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk membuat daftar uang makan pegawai sesuai rekapitulasi

absensi pegawai dari bagian kepegawaian dengan menggunakan aplikasi GPP.

2. Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPh pasal 21 gaji susulan dan Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPH
pasal 21 gaji induk dan menyusun daftar gaji serta kelengkapannya.
3. Kaur keuangan selaku PPSPM menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan memberikan paraf pada daftar gaji.
4. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar uang makan untuk dikoreksi oleh PPSPM/Kaur
Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.
5. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM uang makan untuk di tandatangani oleh PPSPM.
6. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM uang makan ke KPPN.
7. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang makan dari KPPN.
8. KPPN membayar uang makan langsung ke rekening masing-masing pegawai.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf Keu Wasek Pansek Perlengkapan
1. Membuat daftar uang ) Rekapitulasi 1 Hari Daftar uang
makan sesuai rekap Absensi Pegawai makan
absensi pegawai dari
bag. kepegawaian l___|
dengan aplikasi GPP
atas perintah Kaur
keuangan
2. Membuat Surat Setoran Daftar Uang makan | 30 menit | Setoran
Pajak untuk PPh 21 Pajak PPh
uang makan dan I:I—% pasal 21
mengkoreksi daftar uang makan
uang makan dan
kelengkapan.
Menandatangani SSP Setoran Pajak PPh 15 menit | Setoran
3. PPh Pasal 21, daftar pasal 21 uang Pajak PPh
uang makan serta makan yang bim pasal 21uang
kelengkapannya. — ditandatangani makan
4, Membuat dan v SPTJM dan Daftar 2 Jam SPTJM dan
mengajukan SPTIM Uang Makan Daftar Uang
Daftar Uang Makan D <> beserta Makan yang
untuk di tanda tangani kelengkapannya sudah di
oleh Pansek. tanda tangani
¢




Makan langsung ke
Rekening masing-
masing pegawai.

U

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Staf }Eaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
ag Perlengkapan
5. Membuat dan Q Surat Perintah 30 menit | SPM yang
Mengajukan SPM Membayar (SPM) sudah
Uang Makan untuk di \2 ditanda
tandatangani oleh —> <> tangani
PPSPM. I:I_
6. Mengantar SPM Uang Daftar Uang Makan | 1 Hari Tanda
Makan ke KPPN. dan terima
I:I kelengkapannya SP2D
(SSP, SPTJIM, dan
SPM)
7. Mengambil Surat \ Tanda terima SP2D | 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Uang l___|
Makan dari KPPN.
8. Pembayaran Uang SP2D 1 Hari Uang
Makan




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP HONORARIUM TIDAK T

ETAP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

3. SLTA

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penatausahaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelola keuangan tidak

mendapatkan honorarium.

RKA-KL

Mengacu pada DIPA yang dijabarkan dalam

Prosedur :

1. Wakil sekretaris memerintahkan Kaur Keuangan untuk memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk membuat daftar

nominatif untuk honor pengelola keuangan.

2. Staf pembuat daftar gaji membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 atas honor tidak tetap beserta kelengkapannya.
3. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar Honor tidak tetap untuk dikoreksi oleh PPSPM/Kaur
Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.
4. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM honor tidak tetap untuk di tandatangani oleh PPSPM.
5. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM honor tidak tetap ke KPPN.
6. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) honor tidak tetap dari KPPN.
7. KPPN melakukan pembayaran honor tidak tetap langsung ke rekening bendahara pengeluaran untuk dibagikan ke
honorer dan pengelola keuangan.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek | Pansek Persyaratan/ Waktu Output
Keu Perlengkapan
1. Membuat daftar nominatif SK, SKPP dan Data 1 Hari Daftar
—|:|<——C] . -
untuk pengelola Pendukung lainnya. Nominatif
keuanganatas perintah Honorer
Wasek
2. Membuat Setoran Pajak \l/ Daftar gaji susulan 30 menit | Setoran
untuk PPh 21 atas honor Pajak PPh
tidak tetap beserta I:l_é pasal 21
kelengkapannya. Honorer
3. Membuat dan | SPTJM dan Daftar 30 menit | SPM yang
mengajukan SPTJM Ii} D Gaji beserta sudah
Daftar Honor Tidak Tetap kelengkapannya ditanda
beserta usulannya untuk tangani
di tanda tangani oleh
Pansek.
4. Membuat dan Surat Perintah 30 (tiga SPM yang
Mengajukan SPM Honor Membayar puluh) sudah
Tidak Tetap untuk di menit ditanda
tandatangani oleh tangani
PPSPM. O




rekening Bendahara
Pengeluaran.

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
Keu Perlengkapan

5. Mengantar SPM j Daftar Gaji dan | 1 Hari Tanda Terima
Honor Tidak Tetap ke N kelengkapannya SP2D
KPPN. (SSP, SPTJM,

dan SPM)

6. Mengambil Surat \ Tanda Terima 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan SP2D
Dana (SP2D) dari
KPPN.

7. Pembayaran uang SP2D 5 Hari Honor.
honor langsung ke —3




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP UANG LEMBUR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2.  S-1 Hukum Islam

Kl 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Uang Makan

Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang sudah lembur tidak

akan mendapatkan uang lembur.

Rekapitulasi absensi pegawai dari sub
bagian kepegawaian

Prosedur :

1. Staf Pembuat daftar Gaji menerima rekapitulasi absensi pegawai dari bagian kepegawaian unuk dibuatkan SPK lembur

atas perintah Pansek.

2. Staf Pembuat daftar Gaji membuat daftar uang lembur dengan menggunakan aplikasi GPP yang diajukan ke Pansek
untuk disetujui dan di tanda tangani.

3. Staf pembuat daftar gaji membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 daftar uang lembur dan mengkoreksi kelengkapan
berkas termasuk SPK (Surat Perintah Kerja) Lembur yang ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan.

P

©No !

bersangkutan.

Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar uang lembur untuk dikoreksi oleh PPSPM/Kaur
Keuangan sebelum ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.

Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM uang lembur pegawai untuk di tandatangani oleh PPSPM.
Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM uang lembur ke KPPN.
Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang lembur dari KPPN.

KPPN membayar uang lembur langsung ke rekening bendahara pengeluaran untuk dibagikan ke pegawai yang

Pelaksana

Mutu Baku

No. Uraian Prosedur
Staf

Kaur
Keu

Wasek

Pansek

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu Output

1. Menerima rekapitulasi
absensi pegawai dari
bagian kepegawaian
unuk dibuatkan SPK
lembur atas perintah
Pansek

)

e

[ ]
L

Rekapitulasi absen
pegawai

2 Hari SPK Lembur

2. Membuat daftar uang
lembur dengan

-
D 4\

menggunakan aplikasi
GPP yang diajukan ke
Pansek untuk disetujui

[ ]
L

[ ]
L

dan di tanda tangani.

SPK Lembur

1 Hari Daftar uang

lembur

3. Membuat setoran pajak
untuk PPh 21 daftar
uang lembur dan
mengoreksi
kelengkapan berkas

"

Daftar uang lembur.

30 Menit | SSP Uang

lembur




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf }|<<aur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
eu Perlengkapan
4. Membuat dan SPTJM dan Daftar 2 Jam SPTJM dan
mengajukan SPTIJM j_f Uang Lembur daftar uang
uang lembur untuk \l, lembur
ditanda tangani oleh < 1 - sudah
Panitera/Sekretaris D | | <> ditanda
| tangani
5. | Membuat dan I SPM 30 Menit | SPM Sudah
mengajukan SPM \l/ Ditanda
uang lembur untuk |:|_9<> tangani
tanda tangani PPSPM.
6. Mengantarkan SPM SPM dan daftar 1 Hari Tanda
uang lembur ke KPPN l:' uang lembur dan terima
kelengkapannya SP2D
7. Mengambil surat Tanda terima SP2D | 1 Hari SP2D
perintah pencairan
dana (SP2D) uang l:'
lembur dari KPPN
8. Pembayaran uang SP2D 1 Hari Uang
lembur langsung ke lembur.

rekening Bendahara
untuk dibagikan
kepada pegawai yang
bersangkutan.

D/




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP UANG PERSEDIAAN (UP) - TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

3. SLTA

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.

SOP Perencanaan Anggaran

Peralatan Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bendahara pengeluaran tidak ada
dana untuk membiayai semua belanja perkantoran.

DIPA

Kebutuhan perkantoran disesuaikan dengan

Prosedur :
Wakil Sekretaris memerintahkan Kaur Keuangan untuk memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat surat

1.

permintaan uang persediaan, surat pernyataan dan surat perincian penggunaan dana uang persediaan.

2. Bendahara pengeluaran membuat dan mengajukan SPM UP/TUP untuk dikoreksi dan ditandatangani oleh PPSPM.
3. Staf keuangan mengantarSPM UP/TUP ke KPPN.
4. Staf keuangan mengambil SP2D UP/TUP dari KPPN.
5. Bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan TUP apabila kebutuhan mendesak dalam 1 bulan untuk
menunjang UP setelah mendapat perintah dari Wakil Sekretaris dan Kaur Keuangan.
6. Pembayaran UP/TUP ke rekening bendahara pengeluaran untuk dibayarkan melalui mekanisme UP.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf bag Wasek Pansek Per|engkapan
1. Membuat surat DIPA yang 1 Hari Surat
permintaan uang L_‘ M dijabarkan dalam Permintaan
persediaan, surat . L RKA-KL Uang
pernyataan dan surat Persediaan,
perincian penggunaan Surat
dana uang persediaan Pernyataan
atas perintah Wasek. dan Surat
Perincian
Penggunaan
Dana UP.
2. Membuat dan N SPM UP/TUP 15 Menit | SPM
mengajukan SPM I:I_9<> UP/TUP
UP/TUP yang dikoreksi
& ditandatangani oleh
Kaur Keuangan
3. Mengantar SPM SPM UP/TUP 1 Hari Tanda
UP/TUP ke KPPN. I__I_I Terima SP2D
4. Mengambil SP2D A4 Tanda terima SP2D | 1 Hari SP2D
UP/TUP dari KPPN. Q
N




? Dana UP Prosedu | Surat
Membuat Surat r sama Pemintaan
Permintaan TUP [I dengan TUP
apabila kebutuhan upP
mendesak dalam 1
bulan untuk menunjang
UP.
Pembayaran UP/TUP Surat Permintaan 3 Hari Dana TUP

ke rekening bendahara
pengeluaran untuk
dibayarkan melalui
mekanisme UP.

TUP




MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10

MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA BARANG (PROSEDUR UANG PERSEDIAAN)

Dasar

Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

KL 3. SLTA.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan anggaran tidak berhasil Tanda bukti pembayaran (bon/kwitansi)
dengan baik
Prosedur :
1. Bendahara pengeluaran menerima nota pembayaran dari masing-masing bagian yang sudah disetujui PPK.
2. Bendahara pengeluaran membuat tanda terima sesuai dengan nota pembayaran yang disetujui oleh PPK dan diketahui
oleh PPSPM.
3. Bendahara pengeluaran membuat SSP dan disetorkan Bank persepsi.
4. Bukti SSP yang sudah disetor dibukukan ke BKU dan Buku Pembantu Pajak oleh bendahara pengeluaran untuk

dilaporkan secara periodic.

Pelaksana Mutu Baku

No. Aktifitas Kaur Persyaratan/ Waktu Output

1. Menerima nota Kuitansi / tanda 30 Menit | Kuitansi/tanda
pembayaran dari terima terima yang
masing-masing bagian 1 telah disetujui.
yang sudah disetujui |_|
PPK dan KPA.

2. Membuat tanda terima N Kwitansi / tanda 1Jam Kwitansi /
sesuai dengan nota /\> terima yang telah tanda terima
pembayaran yang L disetujui KPA dan
disetujui oleh PPK dan PPK.

KPA

3. Membuat SSP dan SSP untuk disetor | 3 Jam SSP yang
disetorkan Bank ke Bank. sudah disetor
persepsi.

4. Bukti SSP yang sudah SSP 10 Menit | BKU dan Buku
disetor dibukukan ke Pembantu
BKU dan Buku Pajak.
Pembantu Pajak.




MAHKAMAH AGUNG RI

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan

1. S-1 Ekonomi
2.  S-1 Hukum Islam

RKA-KL 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Peralatan Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bendahara pengeluaran tidak dapat

Bukti-bukti belanja yang dibelanjakan dari

mempertanggungjawabkan UP dana UP
Prosedur :
1. Kaur Keuangan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat SPTJB berdasarkan kuitansi dan nota-nota
transaksi.
2. Bendahara pengeluaran membuat SPP (kartu control) penggunaan dana dari RKAKL dari masing-masing Akun.
3. Bendahara pengeluaran mengajukan bukti validasi pajak ke KPPN yang sudah dibayarkan di bank persepsi.
4. Bendahara pengeluaran mengajukan SPTJB dan SPP yang sudah di di validasi untuk dibuatkan SPM.
5. Bendahara pengeluaran membuat SPM dan meminta PPSPM untuk mengkoreksi dan menandatangani SPM GUP.
6. Staf keuangan mengajukan SPM untuk diajukan ke KPPN.
7. Staf keuangan mengambil SP2D dari KPPN.
8. Bendahara pengeluaran menarik cek untuk mencairkan dana ke bank setelah ditandatangani oleh KPA.
9. Bendahara pengeluaran mencairkan dana ke bank.
Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output

1. Membuat SPTJB Bukti Belanja 1 Hari SPTJB
berdasarkan kuitansi Dé_[:]
dan nota-nota transaksi
atas perintah Kaur
Keuangan.

2. Membuat SPP (kartu SPP 20 Menit | SPP berupa
control) penggunaan I::I saldo dari
dana dari RKAKL dari masing-
masing-masing Akun. masing Akun

3. Mengajukan bukti SPP yang sudah 3 Hari SPP dileges
validasi pajak ke KPPN I::I disetor di KPPN
yang sudah dibayarkan
di bank persepsi.

4. Mengajukan SPTJB SPM dan SPP yang | 2 Jam SPM
dan SPP yang sudah di sudah di validasi
di validasi untuk
dibuatkan SPM. O




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan
5. SPM ditandatangani V SPM dan SSP yang | 30 Menit | SPM dikirim
oleh PPSPM sudah di validasi ke KPPN
(F>O
6. Pengajuan SPM ke SPM 1 Hari Tanda
KPPN < terima
SP2D
7. Pengambilan SP2 D. A4 Tanda Terima 3 Jam SP2D
D SP2D
8. Menyiapkan buku cek N Cek yang belum 1 jam Cek sudah
> <> ditandatangani ditandatang
ani
9. Mencairkan dana di D Cek yang sudah 1 Jam Dana UP
N

bank olehbendahara
pengeluaran

ditandatangani




MAHKAMAH AGUNG RI

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP PEMBAYARAN BELANJA UNTUK REKANAN (PROSEDUR LS)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

KL 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil
dengan baik pekerjaan.

Prosedur :

1. Wakil Sekretaris memerintahkan Kaur Keuangan untuk memerintahkan ke bendahara pengeluaran untuk melaporkan

ke KPPN kegiatan pekerjaan / SPK.

2. Bendahara pengeluaran menyerahkan kuitansi, besaran pajak, resume kontrak dan kelengkapan dokumenrekanan

kepada Kaur keuangan untuk diperiksa.

3. Bendahara pengeluaran membuat SPTJB LS, SPM, dan SPP untuk mengontrol pengeluaran per Akun dan diketahui
oleh PPSPM dan PPK.
4. Bendahara pengeluaran membuat SPM untuk ditandatangani oleh PPSPM.
5. Staf keuangan mengajukan SPM, SPP dan dokumen pendukung lainnya untuk diajukan ke KPPN.
6. Staf keuangan mengambil SP2D LS dari KPPN.
7. Staf keuangan mengambil SP2D dan bukti pengeluaran dibukukan dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya oleh
bendahara pengeluaran.
Pelaksana Mutu Baku
i Persyaratan/ Waktu Output

No. Uraian Prosedur Staf ||<(2ldr Wasek | pansek Perleyngkapan p

1. Melaporkan ke KPPN Karwas Kontrak 3 Jam ADK Karwas
kegiatan pekerjaan / |_‘—_} D Kontrak
SPK atas perintah
Wasek.

2. Mengoreksi kwitansi, \1/ Kwitansi, SSP, 30 Menit | Kwitansi, SSP,
besaran pajak, resume I:l_ resume kontrak resume
kontrak dan —> Berita Acara kontrak.
kelengkapan dokumen.

—

3. | Membuat SPTJB LS V SPP 30 Menit | SPP yang
dan SPP untuk Kontrol D [ ] sudah di
pengeluaran per Akun. LI tandatangani

I

4. SPP diajukan untuk \4 SPP dan 15 Menit | SPM sudah di

dibuatkan SPM. I:I_><> Kelengkapan tanda tangani
Dokumen oleh PPSPM

5. SPM, SPP dan \V__, SPM dan 1 Hari Tanda terima
dokumen lainnya Kelengkapan SP2D
diajukan ke KPPN I:I Dokumen

I
6. Mengambil SP2D LS \4 Tanda Terima 1 Hari SP2D
D SP2D
\'/




lainnya.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek pansek Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan
7. SP2D dan bukti SP2D 1 Jam BKU dan
pengeluaran Buku
dibukukan dalam BKU :] Pembantu
dan Buku Pembantu Lainnya




Nomor : SOP W5-A2/

/112014

MAHKAMAH AGUNG RI /IKP.07.5

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Tanggal 24 Februari 2014
JALAN GAJAH MADA NO 10 Pembuatan
MUARA BULIAN JAMBI Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP PEMBAYARAN UANG REMUNERASI DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 2. S-1 Hukum Islam
KL 3. SLTA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Uang Makan Peralatan Komputer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pegawai tidak dapat menerima
tunjangan khusus kinerja/remunerasi.

Rekapitulasi absensi pegawai dari su bagian
kepegawaian (Komdanas)

Prosedur :

1. Wakil Sekretaris memerintahkan Kaur Keuangan untuk memerintahkan staf keuangan mengoreksi daftar absensi dari
Bagian Kepegawaian melalui aplikasi Komdanas.

2. Staf keuangan membuat daftar remunerasi untuk di tanda tangani oleh pegawai melalui aplikasi Komdanas.

3. Staf keuangan membuat Rekapitulasi remunerasi dan data dukungnya untuk di tanda tangani oleh Ketua PN Jakarta
Selatan dan Panitera/Sekretaris, selanjutnya di kirim ke PTA Jambi.

4. Setelah mendapat konfirmasi dari bank bahwa uang remunerasi tersedia di saldo Bendahara, selanjutnya Bendahara
mengirim daftar transfer remunerasi pegawai dan buku cek yang telah ditandatangani oleh KPA

5. Bendahara membawa data pegawai dan buku cek untuk diproses di bank.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Ketua/ | Persyaratan/ Waktu Output
Staf Keu Wasek | 5 Lcek | Perlengkapan

1. Mengoreksi daftar M Rekapitulasi dan 1 Hari Daftar
absensi dari Bagian B < kelengkapannya Absensi
Kepegawaian melalui
aplikasi Komdanas atas
perintah Wasek.

2. Membuat daftar Daftar nominative 3 Hari Daftar
remunerasi untuk di I::I remunerasi remunerasi
tanda tangani oleh sudah di
pegawai melalui tanda tangani
aplikasi Komdanas

3. Rekapitulasi Data dukung 2 Hari Tanda
remunerasi dan data remunerasi Terima dari
dukungnya di tanda N N O Bagian
tangani oleh Ketua PN Keuangan
Jakarta Selatan dan PTA Jambi
Panitera/Sekretaris,
selanjutnya di kirim ke
PTA Jambi. O




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf }Eaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
ag Perlengkapan

4. Menerima konfirmasi O Daftar transfer 30 Daftar transfer
dari bank bahwa uang dan buku Cek Menit dan buku cek
remunerasi tersedia di \l/ yang sudah di
saldo Bendahara, <> tanda tangan.
selanjutnya D
Bendahara mengirim
daftar transfer
remunerasi pegawai
dan buku cek yang
telah ditandatangani
oleh KPA

5. Membawa data Surat Transfer 3 Jam Uang Masuk Ke
remunerasi pegawai ) dan Cek rekening
dan buku cek untuk — pegawai.
diproses di bank.




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP

W5-A2/ /KP.07.5

/112014
Tanggal 24 Februari 2014
Pembuatan
Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif | 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.
3.

4.

5.

6.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam
3. SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.

SOP Laporan Keuangan Manual dan SAKPA

Peralatan Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyetoran PNBP ke kAs Negara
akan terlambat dan mempengaruhi pelaporan SAKPA.

Setoran PNBP dari bagian kepaniteraan
hukum dan perdata. Pelaporan PNBP
bulanan, semesteran dan tahunan.

Prosedur :
Kaur Keuangan memerintahkan Bendahara Penerima untuk menerima setoran PNBP dari bagian Kepaniteraan
Hukum dan Perdata setiap seminggu sekali.

1.

2. Bendahara penerima membuat/mengisi formulir SSBP sesuai dengan MAP dan uraian penerimaan.
3. Bendahara penerima menandatanganiformulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).
4. Bendahara penerima menyetorkan PNBP sesuai dengan formulir SSBP ke Bank persepsi selaku mitra kerja KPPN.
5. Bendahara penerima menginput no NTPN (Bukti Penyetoran) dari Bank ke aplikasi SAKPA.
6. Bendahara penerima membuat dan meyusun laporan PNBP yang ditandatangani oleh Pansek.
7. Bendahara Penerima mengirim Laporan PNBP ke Korwil secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan
Tahunan).
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf Keu Wasek Pansek Per'engkapan
1. Menerima setoran PNBP 1 Hari Bukti
dari bagian Kepaniteraan Penyetoran
Hukum dan Perdata L ] PNBP
setiap seminggu sekali
atas perintah Kaur
Keuangan.
2. Membuat/Mengisi formulir 1 Hari SSBP
SSBP sesuai dengan
MAP dan uraian
penerimaan.
3. Penandatanganan SSBP J, 10 Menit | SSBP
oleh Bendahara Penerima yang
sudah
1 diotorisasi
4. Menyetorkan PNBP A4 1 Hari
sesuai dengan formulir No. NTPN
SSBP ke Bank persepsi \l/
selaku mitra kerja KPPN 4

—
N—




PNBP ke Korwil
secara periodik
(Bulanan, Triwulan,
Semesteran dan
Tahunan)

yang telah
ditandatangani

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan
5. Menginput no NTPN Aplikasi SAKPA | 1 Hari Laporan
(Bukti Penyetoran)
dari Bank ke aplikasi
SAKPA
6. Membuat dan Laporan SAKPA | 1 Hari Laporan PNBP
meyusun laporan yang telah
PNBP untuk kemudian > > > ditandatangani
ditandatangani oleh
Pansek.
7. Mengirim laporan Laporan PNBP 1 Hari Tanda terima

Laporan PNBP
dari Korwil




MAHKAMAH AGUNG RI

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Nomor : SOP

W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014
Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP LAPORAN KEUANGAN MANUAL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 2. S-1 Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 3. SLTA
RKA-KL
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi SAKPA)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan keuangan tidak dapat
terlaksana dengan baik

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Prosedur :

1. Wasek memerintahkan Kaur keuangan untuk memerintahkan staf keuangan untuk membuat laporan Realisasi
anggaran (format excel) atas Dasar SP2D dari KPPN.

2. Staf keuangan Mengajukan laporan Realisasi anggaran untuk ditandatangani oleh Pansek yang sebelumnya diperiksa
oleh Kaur keuangan dan Wakil Sekretaris.

3. Staf Keuangan mengirimkan laporan manual tersebut ke PTA Jambi, Biro Keuangan MARI, dan Pihak-pihak yang
memerlukan.

4. Staf keuangan memiliki laporan relisasi manual yang terkompilasi.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf Keu Wasek | Pansek | perlengkapan

1. Membuat laporan SP2D dari 1 Hari Laporan
Realisasi anggaran ( ] KPPN Realisasi
(aplikasi SAKPA dan \ Anggaran
Komdanas) atas dasar Manual
SP2D dari KPPN atas
perintah Wasek

2. Mengajukan laporan Laporan 1 Hari Laporan
Realisasi anggaran ~ realisasi realisasi
untuk ditandatangani anggaran anggaran yang
oleh Pansek sudah

ditandatangani

3. Mengirimkan laporan Laporan 1 Hari Laporan
tersebut ke Korwil dan realiasasi realisasi Manual
Biro Keuangan MARI, <& manual yang
dan Pihak-pihak yang terkompilasi
memerlukan.

4. Laporan realisasi Laporan 1 Hari Laporan
Manual yang realiasasi realisasi Manual
terkompilasi manual yang

terkompilasi




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : SOP W5-A2/ [KP.07.5
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN /112014
Tanggal 24 Februari 2014
JALAN GAJAH MADA NO 10 Pembuatan
MUARA BULIAN JAMBI Tanggal Revisi 23 Mei 2014
Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian
SOP LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN (APLIKASI PP-39) dan e Monev

FORM. A DAN B

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 2. S-1 Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 3. SLTA
RKA-KL
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelaksanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi PP 39 Form A)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dengan baik
Prosedur :

1. Kaur keuangan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menginput data realisasi anggaran pada Aplikasi PP-39
dan e Monev formulir A PTA Jambi.

2. Bendahara pengeluaran mengajukan laporan PP-39 untuk ditandatangani oleh Wasek yang sebelumnya diperiksa
dahulu oleh Kaur keuangan.

3. Bendahara pengeluaran mengupload ADK Aplikasi PP-39 dan e Monev

4. Bendahara pengeluaran mengirimkan ADK dan Hardcopy PP-39 dan e Monev ke PTA Jambi.

Pelaksana Mutu Baku

No. Uraian Prosedur Staf KKZLJ Wasek | Pansek Eg:lseyr?ée;;%rgn Waktu Output

1. Menginput data <_[:] Data Realisasi 3 Jam Formulir A ter
realisasi anggaran pada l:' anggaran input
Aplikasi PP-39 dan e
Monev formulir A PTA
Jambi atas perintah
Kaur keuangan.

2. Mengajukan laporan Print out Formulir | 1 Hari LRA PP-39
PP-39 dan e Monev D [ <> A dan e Monev
untuk ditandatangani L yang sudah
oleh Wasek . | ditandatangani

3. Mengupload ADK \l, Laporan realisasi 1 Hari Laporan PP-
Aplikasi PP-39 dan e anggaran PP-39 39dane
Monev l:' dan e Monev yang Monev yang

sudah siap dikirim ke
ditandatangani PTA Jambi

4. Mengirimkan ADK dan ADK dan 3 Jam Aplikasi PP-39
Hardcopy PP-39 dan e Hardcopy PP-39 dan e Monev
Monev ke PTA Jambi dan e Monev yang yang sudah

siap dikirim dikirim




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP PEMBUATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan MENPAN Nomor : PER/9.M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Indikator Kinerja.

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam
3. SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisi

Laporan Tahunan Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Peralatan Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah tidak akan terbentuk.

Data Laporan Tahunan Kepaniteraan dan
Kesekretariatan.

Prosedur :

1. Panitera/ Sekretaris rapat untuk membentuk tim penyusunan / pembuatan LAKIP.

2. Tim penyusun mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan LAKIP dari masing-masing bagian
Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

3. Tim penyusun mengoreksi draft LAKIP, apabila disetujui untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris.

4. Proses pengiriman LAKIP, hardcopy dan soft copy ke PTA Jambi dan ditampilkan di dalam Website Satker masing-

masing.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Persyaratan/ Waktu Output
Staf Kkiﬂr Wasek | Pansek Perl eyngkapan P

1. Mengadakan rapat untuk Daftar Hadir 1 Hari SK
membentuk tim [;] Penyusunar
penyusunan dan LAKIP
pembuatan LAKIP atas
perintah
Panitera/Sekretaris.

2. Mengumpulkan data-data Daftar pendukung 5 Hari Draft
yang dibutuhkan untuk dari tiap-tiap bagian LAKIP
penyusunan LAKIP dari D_9D>
masing-masing bagian
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan.

3. Koreksi draft LAKIP, Draft LAKIP 3 Hari LAKIP yang
apabila disetujui untuk D ] [ ] sudah
ditandatangani oleh ditandatang
Panitera / Sekretaris. ani




Jambi dan ditampilkan
pada Website Satker
masing-masing.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
keu Perlengkapan
4. Proses pengiriman Hardcopy dan 1 Hari Tanda terima
LAKIP, hardcopy dan Q Softcopy LAKIP LAKIP dan
soft copy ke PTA tampilan di
Website




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN /12014
Tanggal 24 Februari 2014
JALAN GAJAH MADA NO 10 Pembuatan
MUARA BULIAN JAMBI Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif | 02 Juni 2014

Disahkan Oleh  |Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP DATA PENDUKUNG RKAKL
TERM OF REFFERENCE (KERANGKA ACUAN KERJA)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 2. S-1 Hukum Islam
KL 3. SLTA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil RKA-KL

dengan baik

Prosedur :

1. Panitera/Sekretaris memerintahkan kepada Wakil Sekretaris untuk merencanakan kegiatan dan pengadaan belanja
modal yang akan dilaksanakan tahun depan.

2. Wakil Sekretaris membuat dan menentukan kegiatan yang menjadi prioritas.

3. Staf keuangan membuat Konsep Term Of Refference dari kegiatan yang menjadi prioritas dari Wakil Sekretaris.

4. Wakil Sekretaris meneliti Term Of Refference dan ditandatangani Pansek.

5. Staf Keuangan menyatukan Data Dukung RKA-KL dan Kelengkapan yang lain.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Persyaratan/ Waktu Output
Staf T(Zﬂr V\é)ell:')ssk Pansek | Perlengkapan

1. Merencanakan kegiatan Rincian Belanja 5 hari Rencana
dan pengadaan belanja ;] Barang dan Modal Kegiatan
modal yang akan dilakukan
tahun depan atas perintah
Pansek.

2. Membuat dan menentukan Prioritas Belanja 2 Hari Daftar
kegiatan yang menjadi Modal Rincian
prioritas. Prioritas

3. Membuat Konsep Term Of N Term Of Refference | 1 Hari TOR
Refference dari kegiatan (TOR) per kegiatan
yang menjadi prioritas dari
Wakil Sekretaris.

4. Meneliti Term Of v TOR 1 Jam Sudah
Refference dan ditanda
ditandatangani Pansek tangani

5. Menyatukan Data Dukung RKAKL dan Data 1 Hari Soft Copy
RKA-KL dan Kelengkapan D Pendukungnya dan ADK
yang lain. RKAKL




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014
Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif | 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP RAPEL BERAS/GAJI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

KL

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.

6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.

wn e

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam
3. SLTA

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Gaji Induk

Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rapel beras maupun gaji akan
terlambat diterima pegawai.

Daftar gaji yang ada di aplikasi GPP.

Prosedur :

1. Kaur keuangan memerintahkan staf keuangan untuk membuat daftar rapel beras/gaji Pegawai dan kelengkapannya

dengan menggunakan Aplikasi GPP.
2. Staf pembuat daftar gaji membuat Setoran Pajak untuk PPh 21 rapel

beras/gaji Pegawai dan mengkoreksi daftar rapel

beras/gaji Pegawai dan kelengkapan untuk kemudian diperiksa oleh Kaur keuangan.

3. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar rapel beras/gaji Pegawai beserta usulan rapel
beras/gaji Pegawai untuk di tanda tangani oleh Pansek.
4. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM rapel beras/gaji Pegawai untuk di tandatangani oleh PPSPM.
5. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM rapel beras/gaji Pegawai ke KPPN.
6. Staf keuanagn mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji susulan dari KPPN.
7. KPPN mentransfer dana rapel beras/gaji ke rekening pegawai yang bersangkutan.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf lf(?dr Wasek | Pansek EZ:ISeyr?g;E;%Zn Waktu Output
1. Membuat daftar rapel SK dan Data 2 Hari Daftar
beras/gaji Pegawai dan \l/_—C] Pendukung lainnya. rapel
kelengkapannya dengan beras/gaji
menggunakan Aplikasi
GPP atas perintah Kaur
ian Keuangan
2. Membuat Setoran Pajak \7 Daftar rapel 30 menit | Setoran
untuk PPh 21 rapel Pajak PPh
Gaji/lberas dan |:|_9 pasal 21
kelengkapan serta rapel
diperiksa oleh Kaur
Keuangan.




Membuat dan
mengajukan SPTIM

Daftar rapel Gaji/beras r SPTJM dan Daftar 30 menit | SPTIM
beserta usulan rapel rapel beserta yang
Gaji/lberas untuk di tanda D_QD_QD_Q kelengkapannya sudah
tangani oleh Pansek. ditanda
\l/ tangani
Membuat dan SPTJM yang sudah 30 (tiga SPM yang
Mengajukan SPM rapel ditanda tangani puluh) sudah
gaji/beras untuk di menit ditanda
tandatangani oleh tangani
PPSPM. beserta
kelengkap
annya
Mengantar SPM Rapel \ SPM yang sudah 1 Hari Tanda
Gaji/beras ke KPPN. ditandatangani Terima
beserta SP2D
kelengkapannya
(SSP& SPTJIM)
N
Mengambil Surat Perintah Tanda Terima SP2D 1 Hari SP2D
Pencairan Dana (SP2D)
Rapel Gaji/beras dari
KPPN.
Ke rekening pegawai SP2D 5 Hari Rapel

yang bersangkutan.




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014
Pembuatan

Tanggal Revisi | 23 Mei 2014

Tanggal Effektif | 02 Juni 2014

Disahkan Oleh |Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP DATA PENDUKUNG RKAKL

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

KL 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil
dengan baik

Peralatan Komputer

Prosedur :

1. Panitera/ Sekretaris memerintahkan kepada Wakil Sekretaris untuk menerima rencana kegiatan dan pengadaan

belanja modal yang akan dilakukan tahun depan.

2. Staf keuangan membuat Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Berdasarkan Petunjuk Teknis RKAKL
3. Kaur keuangan dan Wakil Sekretaris meneliti Rencana Anggaran Biaya yang sudah dibuat untuk ditandatangani oleh

Pansek.
4. Setelah Rencana Anggaran Biaya ditandatangani oleh Pansek, data tersebut disatukan dengan data dukung RKAKL
yang lain.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur | Wasek Persyaratan/ Waktu Output
Staf keu PPK Pansek | Perlengkapan

1. Menerima rencana kegiatan Data Permintaan 5 Hari Data
dan pengadaan belanja |4—_C] Prioritas Prioritas
modal yang akan dilakukan
tahun depan atas perintah
Pansek.

2. Membuat Rencana Petunjuk Teknis 1 Hari RAB
Anggaran Biaya Kegiatan I::I RKAKL
Berdasarkan Petunjuk
Teknis RKAKL

3. Meneliti Rencana Anggaran 1Jam Persetujua
Biaya yang sudah dibuat n Prioritas
untuk ditandatangani oleh D—>|:|—>
Pansek

4. Disatukan dengan data 3 Jam Data
dukung RKAKL yang lain. ) dukung




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif | 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP PERTANGGUNGJAWABAN UP / TUP NIHIL

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-

1. S-1 Ekonomi
2.  S-1 Hukum Islam

KL 3. SLTA
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelaksanaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil Kebutuhan perkantoran disesuaikan dengan
dengan baik DIPA

Prosedur :

1. Wakil Sekretaris memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran melalui Kaur Keuangan untuk meminta dan

menerima bukti-bukti pembayaran TUP dari PPK.

2. Bendahara pengeluaran membuat SPTJB dari bukti-bukti pembayaran dan kuitansi TUP.
3. Bendahara pengeluaran membuat SPTJB untuk diperiksa oleh Kaur keuangan, Wakil Sekretaris selaku PPK sebelum

diajukan ke KPA untuk ditandatangani.

oA

sepengetahuan Kaur Keuangan.

Bendahara pengeluaran membuat SSP untuk disetor ke Bank.
Bendahara pengeluaran mengembalikan sisa TUP ke Kas Negara melalui bank persepsi.
Bendahara pengeluaran memproses SSP dan SSBP yang sudah di setor untuk di validasi ke KPPN dengan

7. Staf keuangan membawa SPM, TUP Nihil yang sudah di tandatangani ke KPPN.

8. Staf keuangan mengambil SP2D Nihil dari KPPN.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Wasek/ Persyaratan/ Waktu Output
Staf keu PPK KPA | Perlengkapan

1. Meminta dan menerima | Bukti-bukti belanja 2 Hari Bukti-bukti
bukti-bukti pembayaran ¢ y _C] dan kuitansi belanja dan
TUP dari PPK kuitansi

2. Membuat SPTB dari Bukti-bukti belanja 2 Hari SPTJB
bukti-bukti pembayaran dan kuitansi
dan kuitansi TUP.

3. SPTJB yang sudah

N\
dibuat diajukan ke KPA
dan PPK untuk I:} D [ ]

ditandatangani

Bukti Belanja dan
SPTJB yang sudah
ditandatangani

1 Jam SPTJB
sudah
ditandatanga
ni




Nihil.

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
keu Perlengkapan

4. Membuat SSP untuk O SSP 1 Hari SSP

disetor ke Bank. leges
KPPN

5. Sisa TUP v SPTJB dan SSP 1 Hari SPM
dikembalikan ke yang sudah di TUP
negara melalui bank validasi Nihil
persepsi

6. SSP dan SSBP yang \4 Nomor Transaksi 3 Jam SSBP
sudah di setor di I:I_9<> Penerimaan Negara Sdh
validasi ke KPPN. (NTPN) Disetor

7. SPM, TUP Nihil yang SPM 1 Hari Tanda
sudah di tandatangani [I terima
dibawa ke KPPN.

8. Pengambilan SP2D \ Tanda terima 3 Jam SP2D




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan

Agama Muara Bulian

SOP PENATAUSAHAAN ANGGARAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 2. S-1 Hukum Islam
KL 3. SLTA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi RKAKL)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan keuangan akan terhambat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Prosedur :
1. Kaur keuangan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mencatat bukti-bukti pengeluaran ke dalam BKU (Buku
Kas Umum) dan Buku pembantu lainnya.
2. Bendahara pengeluaran menyimpan bukti-bukti pengeluaran UP sebelum mengajukan gup.
3. Bendahara pengeluaran melakukan tutup buku BKU dan Buku Pembantu lainnya setiap akhir bulan lalu ditandatangani
oleh Panitera/Sekretaris.
4. Bendahara pengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban dan rekening Koran dikirim ke KPPN.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Wasek Persyaratan/ Waktu Output
Staf K Pansek | Perlengkapan
eu

1. Mencatat bukti-bukti BKU dan buku Setiap BKU, Buku
pengeluaran ke dalam _[:] lainnya untuk Hari Pembantu Kas,
BKU dan Buku DIPA 01 dan 03 Buku Pajak,
pembantu lainnya atas Buku Bank.
perintah Kaur
Keuangan

2. Bukti-bukti pengeluaran Bukti-bukti 15 Bukti Bukti
UP disimpan sebelum I::I Pengeluaran Menit Pengeluaran
mengajukan GUP.

3. BKU dan Buku BKU dan Buku 2 Hari Berita Acara
pembantu lainnya D [ [ Pengeluaran Penutupan Kas.
ditutup setiap bulannya. L1 L Lainnya.

4. Laporan LPJ DIPA 01 dan 3 Hari Tanda Terima
Pertanggungjawaban 03 LPJ dari KPPN.
dan rekening Koran I:} [ ] [ ]
dikirim ke KPPN. L L

)




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
(PINDAH, PENSIUN, MENINGGAL)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-
KL

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

3. SLTA

1. S-1 Ekonomi
2.  S-1 Hukum Islam

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Gaji Induk Pegawai

Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan anggaran tidak berhasil
dengan baik

Gaji IndukPegawai

Prosedur :

1. Kaur Keuangan memerintahkan kepada Staf pembuat daftar gaji untuk menerima SK dan data pendukung lainnya

untuk dibuatkan SKPP.

2. Staf pembuat daftar gaji membuat SKPP dan meminta tanda tangan oleh Pansek.
3. Staf pembuat daftar gaji membuat surat pengantar dan mengirimkan SKPP ke KPPN.
4. Staf keuangan mengambil SKPP dari KPPN.
5. Staf pembuat daftar gaji menyerahkan atau mengirim SKPP ke pegawai yang bersangkutan.
Pelaksana Mutu Baku
i Persyaratan Wak
No. Uraian Prosedur Staf }féldr Wasek | Pansek Pgrlséyr?gil;e:) e:n aktu Output
1. Menerima SK dan data P SK dan data 2 Jam SKPP
pendukung lainnya q pendukung lainnya
untuk dibuatkan SKPP
atas perintah Kaur
Keuangan.
2. Membuat SKPP dan SKPP 2 Jam SKPP
meminta tanda tangan ,<> yang
oleh Pansek. sudah di
tanda
tangani
3. Membuat surat Surat Pengantar dan 10 Hari SKPP
pengantar dan SKPP yang sudah di sudah di
mengirimkan SKPP ke tanda tangani KPA tanda
KPPN. tangani
oleh
Kepala
O KPPN




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf keu Wasek Pansek Perlengkapan

4. Mengambil SKPP dari Tanda terima SKPP | 3 Jam SKPP
KPPN. dari KPPN

5. Menyerahkan atau \ SKPP dan ADK 1 Hari Tanda
mengirim SKPP ke terima
pegawai yang [j pengiri
bersangkutan. man




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
/112014

Tanggal 24 Februari 2014

Pembuatan

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REKONSILIASI

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. S-1 Ekonomi
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 2. S-1 Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA- 3. SLTA
KL
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
5. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelaksanaan Anggaran Peralatan Komputer (Aplikasi SAKPA)
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan tidak berhasil dengan baik SAKPA
Prosedur :
1. Kaur keuangan memerintahkan staf keuangan untuk menginput nomor SP2D ke aplikasi SAKPA.
2. Staf keuangan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
3. Staf keuangan menyiapkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk ditandatangani oleh Pansek (KPA).
4. Staf Keuangan mengantar BAR dan Neraca yang sudah ditandatangani KPA ke KPPN.
5. Staf Keuangan membuat dan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi belanja dan pendapatan

setiap bulan, triwulan, dan tahunan.

6. Staf keuangan membuat dan meyusun laporan keuangan semesteran berupa Neraca, laporan realisasi belanja dan
pendapatan, laporan posisi barang milik negara dan catatan atas laporan keuangan.
7. Staf Keuangan membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan dan ADK SAKPA ke Korwil setiap bulan, Triwulan,
semesteran dan tahunan.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
1. Menginput nomor SP2D SP2D 1 Hari Laporan
ke aplikasi SAKPA. __[_] realisasi
anggaran
2. Melakukan rekonsiliasi " Laporan realisasi Berita
dengan KPPN anggaran 3 Hari Acara
Rekonsilia
Si
3. Penandatanganan berita BAR dan Neraca 1 Jam BAR dan
acara rekonsiliasi oleh Neraca
KPA BE <> sudah
ditanda
tangani
4. Mengantar BAR dan BAR dan Neraca
Neraca yang sudah yang sudah
ditandatangani KPA ke \1/ ditandatangani KPA
KPPN. O




Keuangan dan ADK
SAKPA ke Korwil
setiap bulan, Triwulan,
semesteran dan
tahunan

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
keu Perlengkapan

5. Membuat dan O Berita Acara 1 Hari BAR yang
menyusun laporan rekonsilisasi dan sudah ditanda
keuangan berupa KPPN tangani Kepala
neraca, laporan KPPN.
realisasi belanja dan
pendapatan setiap
bulan, triwulan

6. Membuat dan Laporan SAKPA Laporan
meyusun laporan Keuangan
keuangan semesteran Semesteran
berupa Neraca, berupa Neraca,
laporan realisasi LRA Belanja
belanja dan dan
pendapatan, laporan pendapatan,
posisi barang milik laporan posisi
negara dan catatan BMN dan
atas laporan CALK
keuangan

7. Membuat dan Laporan SAKPA Laporan
mengirimkan Laporan Keuangan




MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

JALAN GAJAH MADA NO 10
MUARA BULIAN JAMBI

Nomor : SOP W5-A2/ /KP.07.5
112014

Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2014

Tanggal Revisi 23 Mei 2014

Tanggal Effektif 02 Juni 2014

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan
Agama Muara Bulian

SOP UANG MUKA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL

1. S-1 Ekonomi
2. S-1 Hukum Islam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata 3 SLTA
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Perencanaan Anggaran

Peralatan Komputer (Aplikasi GPP)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pegawai tidak dapat menerima gaji

Daftar Gaji yang sudah ada di GPP (Gaji)

Prosedur :

1.

Kaur Keuangan memerintahkan staf pembuat daftar gaji untuk mengajukan uang duka pegawai dan kelengkapannya dengan

menggunakan aplikasi GPP.

2.  Staf pembuat daftar gaji membuat SSP PPh pasal 21 uang dukabeserta kelengkapannya.
3. Kaur keuangan selaku PPSPM menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan memberikan paraf pada daftar uang duka.
4.  Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPTJM Daftar uang duka untuk dikoreksi oleh PPSPM/Kaur Keuangan sebelum
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris selaku KPA.
5. Staf pembuat daftar gaji membuat dan mengajukan SPM uang duka untuk di tandatangani oleh PPSPM.
6. Staf pembuat daftar gaji mengantar SPM uang duka ke KPPN.
7. Staf pembuat daftar gaji mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang duka dari KPPN.
8. Pembayaran uang duka langsung ke Rekening Pegawai.
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kaur Persyaratan/ Waktu Output
Staf Keu Wasek Pansek | Perlengkapan
1. Mengajukan uang duka
Pegawai dan SK dan Data 1 Hari Daftar Uang
kelengkapannya dengan —( Pendukung lainnya Duka
menggunakan Aplikasi
GPP atas perintah Kaur
Keuangan
2. Membuat Surat Setoran Setoran Pajak
Pajak untuk PPh 21 atas Daftar Uang duka 30 menit PPh pasal 21
uang duka pegawaiserta —4> uang duka yang
kelengkapannya. blm
ditandatangani
\\/
Menandatangani SSP PPh . Setoran Pajak PPh 15 menit Setoran Pajak
3. Pasal 21 uang duka serta pasal 21 uang duka PPh pasal 21
kelengkapannya. yang blm uang duka
ditandatangani
4. Membuat dan mengajukan — SPTJM uang duka 30 menit SPTJM yang
SPTJM uang duka untuk di 1 1 beserta sudah ditanda
tanda tangani oleh 2] 2L kelengkapannya tangani
Pansek.




duka langsung ke
rekening pegawai.

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Staf Kaur Wasek Pansek Persyaratan/ Waktu Output
Keu Perlengkapan
5. Membuat dan Q Surat Perintah 1Jam SPM yang
Mengajukan SPM Membayar sudah
uang duka untuk di \ ditanda
tandatangani oleh I:l_9<> tangani
PPSPM.
6. Mengantar SPM uang Daftar uang duka 1 Hari Tanda
duka ke KPPN. I:' dan Terima
kelengkapannya SP2D
\\/ (SSP, SPTJIM, dan
SPM)
7. Mengambil Surat ¥ Tanda Terima 1 Hari SP2D
Perintah Pencairan SP2D
Dana (SP2D) uang l:'
duka dari KPPN.
8. Pembayaran uang SP2D 1 Hari Gaji.
3




